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WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA C^ORONTALO 

NOMOR 4 1 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 31 

TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN F'ERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 
I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WALI KOTA GORONTALO, 

: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraajn 

pemerintahan daerah perlu dilaksanakan kebijakan 

anggaran yang strategis sehingga dapat mengakomodir 

kebutuhan perangkat daerah yang berimplikasi pada 

tercapainya program dan kegiatan yang telah 

direncanakan; 

b. bahwa sehubungan dengan penambahan dana hibati 

dalam bidang pariwisata kepada Pemerintah Kota 

Gorontalo perlu dilakukan perubahan pada Penjabarai 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu i 

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturai 

Wali Kota Gorontalo tentamg Perubahan Atas Peraturai 

Wali Kota Gorontalo Nomor 31 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Perubahan An^;garan Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020; 

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negaia Republik 

Indonesia Nomor 1822); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubik 
I 

Indonesia Tahun 1999 homor 75, Tambahan Lembar&n 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahin 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 

4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepajla 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20CiO 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); i 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tending Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negai'a 

Republik Indonesia Nomor 4286); | 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negeira Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahiin Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jaivab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiti Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 2 5 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembarai 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10̂ ^̂  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421) ; 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintali Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 r.entang Pajak 

Daerah dan Retribusi DacTah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, TambaJian Lembaran 

Negara Republik IndonesigL Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentartg 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembars|n 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan:;-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan L e m b a r ^ 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentarg 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 200i7 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembarai 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 461, 

Tambahan Lembaran Negara Republik; Indonesia 

Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negani 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ^i503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentahg 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentahg 

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republjik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambatian Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran IVegara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4585); I 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentar g 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4616); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentarg 

Pengelolaan uang Negaia/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentaiig 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa i 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembarai 

Negara Republik Indonesia Nomor 6641); I 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi c 
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambalian Lembar^ 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2066 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberaipa kali terakhir diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20(17 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daera i , 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunagji 

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Ta ia 

Cara Pengembalian Tunjemgan Komunikasi Intensif dan 

Dana Operasional; I 

26. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok P(;ngeIoIaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 18 ; 

27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentarjg 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahuln 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 

2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lemloaran Daerap 

Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN: 

M<metapkan' : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 3^ 

TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ/i DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

I I 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjk 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 202(|) 

Nomor 31) diubah sebagai ber ikut: 
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Kietentuan pada Lampiran untuk pendapatan dan belanja diubati sebagaimaiia 

bircantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturem Wali Kota ini. 

Pasal I I 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal ' ^ • « « n > - r 2020 

WALI KOTA GORONTALO, 

MARTE^J A. TAHA 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal * -.^T 2020 

SEKRETARIS D A ^ R X H KOTA GORONTALO, 

MADJID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR ; 1 
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Lampiran I 

NOMOR 
URUT 

1 

1 . 1 

1 . 8 

2 

2 . 1 
2 . 2 
2 . 3 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2020 

URAIAN 

PENDAPATAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Pendapatan Pajak Daerah 
Hasil Retribusi Daerah 
Hasil Pengelolaan kpkayaan Daerah yang Dipisahkan 
Laln-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

DANA PERIMBANGAN 

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 
Dana AlokasI Umum 
Dana AlokasI Khusus 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Pendapatan Hibah 
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 

BELANJA 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 

Belanja Pegav»;ai 
Belanja Hibah 
S c l S n j a uantuan Sosial 
Belanja Tidak Terduga 

BELANJA LANGSUNG 

Belanja Pegawal 
Belanja Barang dan Jasa 

SURPLUS / (DEFISrr) 

JUMLAH (Rp) 

SEBELUM PERGESERAN 

1.046.354.690.850,00 

246.960.765.850,00 

82.400.000 
34.879.500 
4.500.000 

125.181.265 

000,00 
000,00 
,UOO,OU 

850,00 

699.009.803.000,00 

13.485.236 
546.540.360 
138.984.207 

000,00 
000,00 
000,00 

100.384.122.000,00 

6.000.000, 
47.500.020, 
46.884.102, 

000,00 
000,00 
000,00 

0,00 

1.071.083.872.225,00 

461.975.827.159,19 

442.460. 
12.487, 
5.527. 
1.500. 

951.159,19 
048.000,00 
828.000,00 
000.000,00 

609.108.045.065,81 

25.315 
455.960 
127.832, 

127.278,00 
648.907,93 
268.879,88 

(24.729 181 375,00) 

SETELAH PERGESERAN 

980.764.738.580,00 

235.303.002.701,00 

62.436 
27.216, 
4.500, 

141,150, 

000.000,00 
670.000,00 
000.000,00 
332.701,00 

643.329.899.629,00 

14.819. 
492.892. 
135.618. 

565.629,00 
141.000,00 
193.000,00 

102.131.836.250,00 

3.637, 
40.000, 
56.236. 

2.258. 

110.000,00 
000.000,00 
675.000,00 
051.250,00 

1.040.337.583.467,34 

465.833.483.166,63 

428.472. 
13.674. 
5.727. 

17.959. 

120.725,63 
214.254,00 
828.000,00 
320.187,00 

574.504.100.300,71 

31.962, 
449.331, 
93.210, 

194.849,06 
361.005,65 
544.446,00 

(501572.811.887,34) 

Ranperda Perwako APBDP TA 
2020 
Nomor Tahun 2020 — 
Tanggal : 21 September 2020 

BERTAMBAH / (BERKURANG) 

(Rp) 
5 = 4 - 3 

(65.589.952.270,00) 

(11.657.763.149,00) 

(19.964.000 
(7.662.830 

000,00) 
000,00) 

0,00 
15.969.066.851,00 

(55.679.903.371,00) 

1.334.329, 
(53.648.219, 
(3.366.014, 

629,00 
000,00) 
000,00) 

1.747.714.250,00 

(2.362.890. 
(7.500.020, 
9.352.573, 
2.258.051, 

000,00) 
000,00) 
000,00 
250,00 

(30.746.288.757,66) 

3.857.656.007,44 

(13.988, 
1.187, 

200, 
16.459, 

830.433,56) 
166.254,00 
000.000,00 
320.187,00 

(34.603.944.765,10) 

6.647 
(6.629 

(34.621 

067.571,06 
287.902,28) 
724.433,88) 

(34.843.063.512,34) 

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD 

friiilbTTsJioDd 

(6,27) 

(4,72) 

(24,23) 
(21,97) 

0,00 
12,76 

(7,97) 

9,89 
(9,82) 
(2,42) 

1,74 

(39,38) 
(15,79) 
19,95 
0,00 

(2,87) 

0,84 

(3,16) 
9,51 
3,62 

1.097,29 

(5,68) 

26,26 
(1,45) 

(27,08) 

140,90 
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NOMOR 
URUT 

URAIAN JUMLAH (Rp) 

SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN 

BERTAMBAH / (BERKURANG) 

5 = 4 - 3 

1 

1 . 1 
1 . 4 

2 

3 . 2 . 2 
3 . 2 . 3 

PEMBIAYAAN DAERAH 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 
Penerimaan Pinjaman Daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Penyertaan Modal (InvestasI) Pemerintah Daerah 
Pembayaran Pokok Utang 

35.729.181.375,00 63.182.844.887,34 27.453.663.512,34 76,84 

35.729.181.375,00 
0,00 

63.182.844.887,34 
0.00 

27.453.663.512,34 
0.00 

76,84 
0.00 

11.000.000.000,00 3.610.000.000,00 (7.390.000.000,00) (67,18) 

11.000.000.000,00 
0,00 

3.610.000.000,00 
0,00 

(7.390.000.000,00) 
0,00 

(67,18) 
0,00 

PEMBIAYAAN NETTO 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 

24.729.181.375,00 59.572.844.887,34 34.843.663.512,34 140,90 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Gorontalo, 21 September 2020 
WALI KOTA GORONTALO 1/ 

1 

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD 
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